5.1.

BAB YV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Urgensi insolvency test dalam permohonan pernyataan pailit dilakukan untuk

mencegah dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga bagi perusahaan
debitor yang prospektif dan masih solven. Selain itu, insolvency test berupa
pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) diterapkan kepada perusahaan
debitor yang diajukan permohonan pailit, baik perusahaan terbuka (go public) maupun
perusahaan tertutup. Insolvency test tersebut dilakukan pada saat adanya permohonan
pailit khususnya dalam sidang pemeriksaan pada saat pembuktian. Dalam melakukan
insolvency test tersebut, Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara dapat
menunjuk akuntan publik independen yang mengaudit laporan keuangan perusahaan
debitor yang diajukan pailit. Apabila hasil dari pemeriksaan laporan keuangan
perusahaan debitor dinyatakan masih prospektif dan memiliki kemampuan untuk
membayar utang-utangnya kepada para kreditor, maka Pengadilan harus menyatakan

perusahaan tersebut solven dan tidak dapat dipailitkan.

. Perlindungan hukum dalam hal ini ditujukan bagi perusahaan debitor yang masih

solven, sehingga tidak dapat dinyatakan pailit. Oleh karena itu, perlu adanya
penyempurnaan aturan dalam UU No. 37/2004 tentang KPKPU dengan
mencantumkan syarat bahwa debitor yang dapat dinyatakan pailit hanyalah debitor
yang benar-benar dalam keadaan insolven. Agar debitor tetap melunasi utang-
utangnya, debitor tersebut wajib mengajukan restrukturisasi utang apabila perusahaan
debitor tersebut dinyatakan solven oleh Pengadilan Niaga. Restrukturisasi tersebut
dilakukan sebelum adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Selain itu,
restrukturisasi tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari para kreditornya
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 tentang KPKPU. Apabila perusahaan
debitor dinyatakan insolven atau restrukturisasi tidak disetujui, maka perusahaan

debitor tersebut layak untuk dipailitkan.
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5.2. Saran

1. Perlu dilakukannya perubahan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang
kepailitan, yaitu: a) Penambahan serta revisi Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat pailit
dengan menambahkan mengenai batasan jumlah utang untuk diajukannya
permohonan pailit, dan penjelasan mengenai tidak membayar lunas yang disebabkan
karena keadaan tidak mampu sebagai akibat dari jumlah utang yang dimiliki debitor
lebih besar dibandingkan dengan harta yang dimilikinya; b) Menambahkan
pengaturan mengenai insolvency test sebagai mekanisme untuk mengukur
kemampuan debitor dalam melunasi utang; c) Menambahkan mekanisme
restrukturisasi utang sebelum adanya putusan pailit sebagai upaya pelunasan utang
bagi debitor yang diajukan permohonan pailit; dan d) Revisi terhadap Pasal 8 ayat (4)
mengenai pembuktian sederhana, sehingga pemeriksaan laporan keuangan debitor
dapat dijadikan pembuktian dalam hukum kepailitan.

2. Undang-Undang Kepailitan di masa depan perlu memberikan perlindungan kepada
perusahaan debitor yang masih solven berdasarkan asas kelangsungan usaha serta
asas-asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum kepailitan,
mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan para pihak yang terkait dengan

debitor, serta agar menciptakan stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.
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